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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 serta bertujuan untuk 

mengevaluasi sejauh mana peran dan upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam hal pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini nenunjukkan bahwa, Bawaslu Kabupaten 

Nias telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

seperti sosialisasi, pendidikan pengawasan partisipatif, forum warga, hingga pemanfaatan 

media sosial dan teknologi digital. 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine how the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) 

optimizes public participation in the 2024 Nias Regency Regional Head Election and to 

evaluate the extent of Bawaslu's role and efforts in increasing public participation in 

oversight. This study used qualitative methods with a descriptive approach. Data were 

collected using interviews, observation, and documentation. The results indicate that 

Bawaslu Nias Regency has implemented various programs to increase public participation, 

such as outreach, participatory oversight education, citizen forums, and the use of social 

media and digital technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemilihan umum merupakan salah 

satu elemen penting dalam sistem 

demokrasi. Ini adalah saat di mana 

masyarakat diberikan peluang untuk 

memilih perwakilan mereka, baik di 

lembaga legislatif maupun eksekutif, yang 

ada di tingkat daerah Kabupaten/Kota, 

Provinsi maupun di tingkat Pusat. Melalui 

pemilu, suara rakyat berperan dalam 

menentukan arah kebijakan dan 

kepemimpinan negara. 

Mengingat partisipasi masyarakat 

yang komprehensif, pemilu sering kali 

disebut sebagai pesta demokrasi, yang 

mencerminkan semangat demokrasi yang 

hidup dan terus berkembang (Saurlin S, 

dkk, 2022). 

”Demokrasi adalah suatu pola 

pemerintahan dimana kekuasaan untuk 

memerintah berasal dari mereka yang 

diperintah. Atau demokrasi adalah pola 

pemerintahan mengikut sertakan secara 

aktif semua anggota masyarakat dalam 

keputusan yang diambil oleh mereka yang 

diberi wewenang. Maka legitimasi 

pemerintah adalah kemauan rakyat yang 

memiliki dan mengontrolnya. Rakyat 

memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan 

melalui mereka ini pemerintahnya” 

(Susani Triwahyunigsih 2019:63). 

Pada pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Nias pada 27 November 2024 

yang lalu, dimana masyarakat di 

Kabupaten Nias yang memenuhi syarat 

memilih kepala daerah atau pemimpin di 

daerahnya. Namun, ada beberapa lapisan 

masyarakat yang kurang mendapatkan 

informasi atau kurang memahami proses 

pelaksanaan pemilihan tersebut. Salah satu 

penyebab utamanya adalah tidak 

maksimalnya edukasi dan sosialisasi 

mengenai pentingnya partisipasi politik 

warga negara. Minimnya edukasi membuat 

sebagian masyarakat tidak memahami 

esensi pemilihan sebagai sarana untuk 

menentukan arah pembangunan dan 

kepemimpinan. Kurangnya informasi dan 

pemahaman menyebabkan munculnya 

sikap apatis, ketidak pedulian, atau bahkan 

ketidak percayaan terhadap proses politik. 

Pada umumnya fungsi Bawaslu 

adalah bertugas mengawasi pemilihan, 

melakukan pencegahan dan penindakan 

pelanggaran pemilihan atau Bawaslu 

berwenang menerima dan menindaklanjuti 

laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan 

perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pemilu, sesuai pemasalahan di 



atas dimana masyarakat yang melaporkan 

dugaan pelanggaran keterbukaan informasi 

tidak mendapatkan tindak lanjut karena 

dianggap tidak memenuhi syarat bukti 

Namun, Bawaslu Kabupaten Nias 

seharusnya proaktif dalam menyelidiki 

guna untuk terus mendorong partisipasi 

masyarakat, bukan hanya menunggu 

laporan formal yang lengkap. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) Kabupaten Nias memiliki peran 

strategis dalam mengawasi pelaksanaan 

Pilkada agar berlangsung jujur, adil, dan 

bebas dari kecurangan. Bawaslu tidak 

hanya bertugas menindak pelanggaran, 

tetapi juga melakukan pencegahan melalui 

edukasi dan pengawasan partisipatif. 

Sebagai anggota penyelenggara 

(Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara) KPPS harusnya meberi contoh 

kepada masyarakat lain untuk menjaga 

pesta demokrasi yang bersih dikarenakan 

KPPS tersebut berasal dari masyarakat. 

Pentingnya pendidikan pengawasan 

partisipatif untuk melibatkat masyarakat 

dalam mengawasi tahapan pemilihan, 

dalam peraturan badan pengawas 

pemilihan umum republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan 

partisipatif, Bawaslu dapat membuat 

program pendidikan pengawasan 

partisipatif untuk mendorong partisipasi 

masyarakat dalam mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, 

dengan memberikan pendidikan dan 

pelatihan tentang pengawasan Pemilu dan 

Pilkada dapat menjadi wadah bagi 

Bawaslu untuk berkolaborasi dengan 

masyarakat untuk menciptakan pemilihan 

yang berintegritas. Sebagai contoh, 

berdasarkan informasi dari salah satu staf 

Bawaslu kabupaten Nias, Bawaslu 

Kabupaten Nias telah melakukan program 

sekolah pengawasan partisipatif seperti 

sekolah kader pengawasan partisipatif 

(SKPP), penguatan profil pelajar pancasila 

(P5) dan pendidikan pengawasan 

partisipatif (P2P) dengan melibatkan 

pemilih pemula, tokoh masyarakat, 

organisasi kemasyarakatan, pelajar atau 

mahasiswa, media pers, masyarakat hukum 

adat. 

Di kutip dari media rri.co.id, 

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara gelar 

rapat pengawasan partisipatif dalam 

rangka konsolidasi kader pengawasan dan 

pengembangan partisipatif masyarakat 

bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten 

Nias, kegiatan ini bertujuan untuk 

mengajak masyarakat dan pemilih pemula 

untuk ikut serta dalam melakukan 

pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 dengan melibatkan 

peserta dari alumni P5 Tahun 2022 dan 

Pemilih Pemula Siswa/I SMK/SMA yang 

ada di Kabupaten Nias (RRI.co.id 2024). 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Evaluasi 



Evaluasi adalah suatu proses 

sistemik untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan suatu program. Evaluasi 

memiliki peran strategis dalam menjamin 

proses tertib, proses sesuai rencana dan 

program tepat sasaran. Tanpa Evaluasi 

pendidikan, proses belajar dalam 

kehidupan manusia tidak akan berjalan 

produktif, efektif dan berjalan on the right 

track. (Syamsul Hidayat, dkk 2022:363). 

Evaluasi menilai secara luas atau 

umum keefektifan program-program 

negara baik itu dua atau lebih yang 

memiliki efektivitas yang relatif. Evaluasi 

memberikan informasi yang valid 

mengenai kinerja dari kebijakan. Informasi 

valid bersifat objektif yang dapat diperoleh 

dari perbandingan dengan kebijakan 

sebelumnya ataupun pengamatan secara 

langsung dilapangan”. Dye dalam (Qhilby 

2018:7) 

Berkaitan dengan pengawasan oleh 

badan pengawas pemilihan umum kabupaten 

Nias, evaluasi berperan untuk mengukur 

sejauh mana efektifitas pelaksanaan tugas dan 

fungsi pengawasan yang telah dilakukan 

selama proses pemilihan, khususnya pada 

pemilihan kepala daerah kabupaten nias tahun 

2024. Evaluasi ini mencakup aspek 

pelaksanaan pengawasan di lapangan, 

pengawasan partisipasi masyarakat, tingkat 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, kekuratan dan ketepatan langkah-

langkah Dalam pencegahan dan penindakan 

terhadap pelanggaran pemilihan, dalam bahasa 

sederhana evaluasi menilai apakah 

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 

Kabupaten Nias sudah sesuai dengan 

perraturan perundang-undangan. Evaluasi ini 

sangat penting terutama dalam pengawasan 

partisipatif, dalam melaksanakan program 

Pendidikan pengawasan sehingga masyarakat 

ikut berpartisipasi dalam mengawasi 

pemilihan. Dengan adanya evaluasi ini dapat 

menjadi landasan yang kuat dalam menyusun 

rekomendasi perbaikan dalam peningkatan 

strategi pengawasan partisipatif pada 

pelaksaan pemilihan dimasa yang akan datang. 

Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat 

penilaian, tetapi juga sebagai sarana refleksi 

dan pengambilan keputusan yang berorientasi 

pada peningkatan kualitas demokrasi dan 

kepercayaan publik terhadap lembaga 

pengawan pemilu. 

2.2. Tujuan Evaluasi 

Dalam suatu kegiatan, evaluasi 

sangatlah penting untuk menilai sejauh mana 

kegiatan bejalan sesuai dengan rencana yang 

sudah di tetapkan, dengan memahami 

efektifitas, efesiensi dan dampak dari suatu 

kegiatan tersebut, serta dapat memberi umpan 

balik untuk perbaikan dan pengembangan. 

Tujuan eveluasi ini sangatlah penting dalam 

memperbiki suatu program atau kegiatan, 

terutama dalam hal pengawasan Bawaslu 

dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan 

Kepala Daerah. 

Secara Umum tujuan evaluasi adalah 

untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, 

program atau proses sudah sesuai dengan 

rencana dan mencapai hasil yang di inginkan. 



Dengan adanya evaluasi, dapat dinilai apa yang 

sudah baik, yang masih kurang dan apa yang 

perlu di perbaiki dalam kegiatan tersebut, 

evaluasi ini juga dapat membatu mengambil 

dalam mengambil kepuusan kedepan, supaya 

langkan yang diambil bisa lebih tepat dan 

efektif. 

2.3. Indikator Evaluasi 

Evaluasi merupakan hal yang tidak 

boleh lepas pada suatu perwujudan, seperti 

dalam pengawan partisipatif masyarakat dalam 

pemilu. Sesuai dengan penjelasan terkait 

evaluasi diatas diatas dapat dikaji dengan 

menggunakan teori dari Wirawan dalam 

(Herawati 2022:78) mengenai evaluasi 

program yang dapat dibagi empat aspek yaitu: 

1. Evaluasi konteks (context 

evaluation) 

2. Evaluasi input (input evaluation) 

3. Evaluasi proses (process 

evaluation) 

4. Evaluasi output (output evaluation) 

2.4. Pengawasan 

Pengawasan yaitu suatu proses 

dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat 

mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan tersebut. Dengan 

adanya pengawasan maka perencanaan yang 

diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi 

dan berjalan dengan baik, (R. Didi Djadjuli 

2017:567). 

Secara umum pengawasan merupakan 

proses pemantauan perilaku, kegiatan atau 

informasi untuk tujuan mengumpulkan 

informasi, mempengaruhi, menaungi atau 

mengarahkan, dalam artian tindakan 

mengawasi seseorang, suatu kegiatan atau 

pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan 

tujuan yang telah ditetapkan dan memastikan 

bahwa semuanya dilakukan dengan benar. 

Dalam konteks ini, pengawasan yang 

dilakukan oleh Bawaslu Kabupten Nias dalam 

memastikan pemilihan kepala daerah sudah 

berjalan dengan lancar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan 

memastikan bagaiamana keikutsertaan 

masyarakat dalam megawasi Pilkada sudah 

optimal. Partisipasi bertujuan mendorong aktif 

kegiatan demokrasi untuk semua proses 

kepemiluan.  

Menurutnya ada lima indikator yang 

diukur oleh Economist Intelligent Unit 

(EIU), yaitu: 

1. Proses elektoral dan pluralisme 

2. Keberfungsian pemerintahan 

3. Partisipasi politik 

4. Budaya politik 

5. Kebebasan sipil 

2.5. Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) 

Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(disingkat Bawaslu) adalah lembaga 

pengawas  independen  yang  bertugas  

mengawasi  penyelenggaraan pemilihan 

umum di seluruh Indonesia.  

Adapun aparatur Bawaslu dalam 

pelaksanaan pengawasan berada sampai 

dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan 

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia 

Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas 

Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat 

kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, 

sebagian kewenangan dalam pembentukan 

Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari 

KPU.  

Di Kabupaten Nias Bawaslu bertugas 

mengawasi Tahapan penyelenggaraan 

pemilihan Umum maupun Pemilihan 

Kepala daerah. Tugas, wewenang dan 

Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Di tingkat Kabupaten di atur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada 

pasal 101. 

2.6. Pengawasan Partisipatif 

Pengawasan partisipatif adalah bentuk 

pengawasan yang melibatkan masyarakat 

dalam mengawal pesta demokrasi, dalam 

kontek ini pengawasan pemilihan kepala 

daerah melibatkan partisipasi masyarakat 

tujuannya adalah mendorong keterlibatan 

publik dalam menjaga integritas pelaksanaan 

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 

serta mencegah terjadinya pelanggaran oleh 

peserta pemilih, penyelenggara atau pihak lain 

yang terlibat. Dengan keterlibatan aktif  

masyarakat  dalam  mengawasi  pemilihan  

dapat  membantu  mencegah terjadinya 

pelanggaran yang menciderai demokrasi, 

sehingga pelaksanaan pemilihan berjalan 

lancar, jujur, adil dan demokratis. 

Pengawasan partisipatif merupakan 

sebuah wadah yang menjadi bagian dari 

manifestasi kedaulatan rakyat dalam 

penguatan pengawalan proses elektoral. 

Pengawasan Partisipatif, melibatkan berbagai 

elemen masyarakat, termasuk lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), kelompok 

mahasiswa, dan warga sipil, dalam mengawasi 

setiap tahapan berdemokrasi hal itu di 

sampaikan Ariyani anggota Bawaslu Bali saat 

menjadi narasumber dalam Bimtek 

Peningkatan Peran Pemuda Panca Marga 

(PPM) Dalam Pengawasan Partisipatif demi 

Kesuksesan Pilkada 2024, 

(bali.antaranews.com 2024 ). 

Pengawasan partisipatif yang dilakukan 

oleh Badan pengawas pemilihan umum 

(Bawaslu) merupakan salah satu strategi 

penting dalam memastikan penyelenggaraan 

Pemilu dan pemilihan kepala daerah berjalan 

secara jujur, adil, transparan dan demokrastis.  

Melalui pengawasan partisipatif, 

Bawaslu dapat mendorong keterlibatan aktif 

masyarakat dari berbagai lapisan, baik 

individu, organisasi sipil, pemantau Pemilu, 

hingga tokoh masyarakat untuk ikut serta 

mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan 

Pilkada. Pengawasan yang dilakukan oleh 

Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten 

di atur dalam Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan 

Partisipatif. 

2.7. Partisipasi  

Partisipatif adalah pengambilan bagian 

atau ikut serta, menurut Totok dalam (Adam 

Latif dkk 2019:149) Partisipasi adalah turut 

sertanya masyarakat pada proses 

mengidentifikasi potensi dan masalah, ikut 

sertanya masyarakat dalam pengambilan 



keputusan, pelaksanaan keputusan, serta 

keterlibatan dalam proses evaluasi kegiatan. 

Partisipasi masyarakat menekankan pada 

“partisipasi” warga secara langsung di 

lembaga dan dalam proses pemerintahan.  

Pengertian partisipasi masyarakat 

merupakan keikutsertaan dalam melakukan 

kegiatan pengidentifikasian problem dan 

potensi-potensi yang ada didalam 

masyarakatnya. Proses dalam pengambilan 

keputusan dalam pemilihan penanganan 

masalah, upaya dalam mengatasi masalah serta 

keterlibatan mereka dalam mengevaluasi 

perubahan yang ada, (Adam Latif, dkk 

2019:145).  Adapun yang menjadi indikator 

partisipasi masyarakat menurut (Anang 2022: 

182) diantaranya: 

1. Menentukan 

2. Melegitimasi 

3. Mengontrol 

2.8. Pemilu 

Dalam buku Sarjiyati (2021:41) dkk, 

menjelaskan Indonesia merupakan salah satu 

Negara demokrasi terbesar di dunia dengan 

jumlah penduduk lebih dari dua ratus lima 

puluh lima juta jiwa Indonesia berhasil 

mempraktikkan sistem polotik demokrasi 

modern. 

Pemilu merupakan cara yang paling kuat 

bagi rakyat untuk partisipasi dalam demokrasi 

pewakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip 

dalam Journal of Democracy, bahwa pemilu 

disebut “bermakna” apabila memenuhi 

krikeria, yaiutu keterbukaan, ketepatan, 

keektifan. Sebagai salah satu sarana 

demokrasis. Pemilihan umum merupakan salah 

satu bentuk pendidikan politik yang terbuka 

dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat 

berfungsi dalam proses pendewasaan dan 

pencerdasan pemahaman politik masyarakat. 

3. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan pendekatan dan jenis data 

yang digunakan, Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk 

memahami secara mendalam proses 

pengawasan partisipatif masyarakat pada 

Pemilihan kepada daerah, pendekatan ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

yang diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Metode ini dipilih untuk 

menangkap realitas secara menyeluruh, serta 

menyoroti peran, respons, dan partisipasi 

masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada 

secara alami dan kontekstual. 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Kabupaten Nias 

Kabupaten Nias adalah salah satu 

kabupaten yang terletak dipulau Nias provinsi 

Sumatera Utara yang memiliki 147.610 jiwa 

dengan luas wilayah 853,4km2. Sejak tahun 

2016, ibu kota Kabutapten Nias berada di 

kecamatan Gido, sebelumnya berada di kota 

Gunungsitoli yang sudah dimekarkan menjadi 

kota. Kabupaten Nias terdiri atas 10 (sepuluh) 

Kecamatan, yaitu: Kecamatan Hiliduho; 

Kecamatan Gido; Kecamatan Idanogawo; 

Kecamatan Bawolato; Kecamatan 

Hiliserangkai; Kecamatan Botomuzoi; 

Kecamatan Ulugawo; Kecamatan Ma'u; 

Kecamatan Somolo-molo; dan Kecamatan 

Sogae'adu. 



4.1.2. Evaluasi Pengawasan Bawaslu 

Dalam Mengoptimalkan 

Partisipastif Masyarakat Pada 

Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Nias Tahun 2024 

Evaluasi pengawasan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias 

dalam mengoptmalkan partisipasi masyarakat 

sangat penting, mengingat masih terdapat 

beberapa pelanggaran dalam pemilihan, 

keterlibatan aktif masyarakat dalam 

mengawasi menjadi bagian dari kelancaran 

pemilihan yang adil dan demokrasi, tetapi di 

Kabupaten Nias banyak masyarakat yang 

kurang peduli terhadap proses pengawasan 

pemilihan kepala daerah. 

Bawaslu Kabupaten Nias, telah 

melakukan beberapa Program kegiatan untuk 

mendorong keterlibatan aktif masyarakat 

dalam hal mengawasi penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah, guna untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan, 

memastikan pemilihan yang jujur, adil dan 

demokrasi. 

4.1.3. Efektifitas Pengawasan 

Partisipatif 

Pengawasan Partisipasif merupakan 

wadah kolaborasi antara Badan Pengawas 

Pemilihan Umum dengan masyarakat dalam 

meningkatkan fungsi pencegahan dan 

pengawasan. Pengawasan Partisipatif tidak 

hanya bertujuan untuk memberikan edukasi 

Pemilu kepada masyarakat, melainkan juga 

sebagai bantuan yang dapat diberikan oleh 

masyarakat kepada Bawaslu dalam melakukan 

tugas dan fungsi pengawasan 

4.1.4. Pelaksanaan Pengawasan 

Partisipatif 

Berdasarkan peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2023 tentang pengawasan Partisipatif, jajaran 

Bawaslu bekerja sama untuk mendorong 

keterlibatan aktif masyarakat dalam 

pengawasan pemilihan, mulai dari Bawaslu RI, 

Bawaslu Provinsi hingga Kabupaten/kota. 

Berdasarkan laporan akhir pencegahan, 

pengawasan partisipatif dan hubungan antar 

lembaga dalam Pemilihan Kepala daerah 

Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Nias telah 

Melaksanakan Kegiatan sosialisasi 

pengawasan dan pendidikan pengawasan 

partisipatif 

 

4.1.5. Hambatan Bawaslu Dalam 

Melaksanakan Pengawasan 

Partisipatif 

Ada beberapa hambatan dalam 

melaksanakan kegiatan pengawasan 

partisipatif, seperti jarak peserta pada 

lokasi kegiatan yang di pengaruhi juga 

oleh jalan yang masih rusak, jaringan 

internet yang kurang akses di dusun-dusun 

sehingga menghambat informasi, kuota 

peserta pendidikan dan sosialisasi yang di 

batasi, serta minat masyarakat yang susah 

diajak, mereka lebih mementingkan 

kegiatan pribadi daripada ikut mengawasi, 

masyarakat yang mengikuti kegiatan 

sosialisasi dan pendidikan pengawasan 

yang mana banyak yang mengikuti hanya 

asal-asalan dan sedikit yang memang 



sungguh-sungguh dan melaksanakannya”. 

Selanjutnya tentangan yang di 

hadipi saat mengajak masyarakat lain 

dengan berbagai respon yang berbeda, 

banyak masyarakat yang merasa 

pengawasan adalah tugas Bawaslu 

sepenuhnya, masyarakat mungkin takut 

untuk melaporkan pelanggaran, terutama 

jika itu melibatkan tokoh berpengaruh atau 

praktik politik uang yang massif, Ada 

kekhawatiran akan dampak atau ancaman 

setelah melaporkan 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Peran Dan Pengawasan Bawaslu 

Dalam Mengoptimalkan 

Partisipasi Masyarakat Pada 

Pilkada Kabupaten Nias 2024 

Berdasarkan konsep Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, kewenangan dimiliki oleh 

Bawaslu adalah kewenangan atribusi, yaitu 

kewenangan yang di landasi langsung dari 

Peraturan Dan Undang-Undangan. Bawaslu 

Kabupaten Nias memiliki peran yang sangat 

penting dalam mengawasi setiap tahapan-

tahapan pemilihan umum maupun pemilihan 

kepala daerah di Kabupaten Nias. 

Mengenai peran Bawaslu dalam 

mendorong keterlibatan aktif masyarakat 

dalam hal mengawasi Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah, Bawaslu Kabupaten 

Nias menjalankan tugasnya sebagaimana 

dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Pengawasan partisipatif. 

Bawaslu telah melaksanakan Pendidikan 

pengawasan partisipatif sebagai mana dalam 

pasal 3 huruf (a), serta melaksanakan 

sosialisasi pengawasan. 

Pendidikan pengawasan partisipatif di 

selenggarakan sebagimana yang di maksud 

dalam pasal 8 untuk meningkatkan 

pengetahuan dan perspektif mengenai karakter 

pengawas pemilu, dasar pencegahan, 

pengawasan dan pelaporan pelanggaran 

pemilu atau pemilihan serta penyebaran ajakan 

kepada masyarakat mengenai urgensi 

pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan 

melalui jaringan organisasi atau komunitas. 

4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi 

Hambatan Bawaslu Kabupaten 

Nias Dalam Mengoptimalkan 

Paerisipasi Masyarakat 

Dalam upaya meningkatkan partisipasi 

masyarakat, Bawaslu Kabupaten Nias 

menghadapi berbagai hambatan yang cukup 

besar. Salah satu penyebab utamanya adalah 

rendahnya minat masyarakat untuk terlibat 

dalam pengawasan pemilu. Banyak orang 

masih berpikir bahwa pemilu adalah urusan 

pihak penyelenggara dan tidak merasa 

memiliki tanggung jawab untuk mengawasi. 

4.2.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Dalam Mengawasi 

Penyelenggaraan Pilkada 

Kabupaten Nias 2024 

Salah satu bentuk partisipasi yang 

terlihat jelas adalah pelaporan pelanggaran 

yang dilakukan masyarakat. Meskipun tidak 

semua laporan memenuhi syarat untuk 

ditindaklanjuti, Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias tetap 

menerima dan meneruskan laporan tersebut 



kepada pihak yang berwenang. Ini 

menunjukkan bahwa masyarakat masih 

memperhatikan penyelenggaraan Pemilihan 

dan ingin ikut terlibat, meskipun mereka 

mungkin merasa kurang paham atau tidak 

punya akses yang cukup terhadap teknologi. 

Selain itu, masyarakat juga aktif 

memantau pemasangan APK dan melakukan 

pengawasan di media sosial. Mereka 

menggunakan platform seperti WhatsApp, 

Instagram, dan Facebook untuk menyebarkan 

informasi positif serta mengajak orang lain 

untuk lebih memahami pentingnya Pemilihan 

yang bersih. Ini menunjukkan bahwa 

masyarakat tidak hanya menjadi pengawas, 

tetapi juga agen perubahan yang berupaya 

meningkatkan kesadaran kolektif tentang 

integritas Pemilu. 

5. SIMPULAN 

1. Dalam konteks pemilihan kepala 

daerah, Bawaslu memiliki peran 

yang cukup signifikan salah 

satunya yaitu pengawasan 

partisipatif masyarakat dalam 

pemilu. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan rasa kepedulian 

masyarakat terhadap proses pemilu. 

Peran Bawaslu semacam ini lah, 

dapat di laksanakan melalui 

pendidikan partisipatif, pendidikan 

politik, himbauan dan sebagainya 

lewat sosialisasi, media sosial dan di 

kegiatan-kegiatan yang lainnya. 

2. Dalam meningkat partisipasi 

masyarkat yang dilakukan oleh 

Bawaslu terdapat dua faktor yang 

dapat mempengaruhinya, ada 

faktor pendukung dan ada juga 

faktor penghambat. Faktor 

pengambatnya adalah infranstrukr 

jalan tidak mendukung sehingga 

masyarakat sulit menjangkau 

tempat sosialiasi, jaringan internet 

yang tidak stabil, kuota pendidikan 

sosialisasi yang dibatasi, sebagian 

besar masyarakat masih apatis. 

Faktor pendukungnya adalah, 

pemerintah telah menyediakan 

anggaran dan fasilitas pendidikan 

partisipatif melalui Bawaslu. 

3. Adapun bentuk partisipasi 

masyarakat dalam menindak lanjuti 

ajakan dari Bawaslu yang telah 

dilaksanakan dalam pengawasan 

atau pemantauan penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah, diantaranya 

yaitu dengan melaporkan dugaan 

pelanggaran dalam tahapan pemilihan 

seperti keterbukaan informasi dari 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

aparatur sipil negara yang ikut dalam 

politik praktis. Selain itu ada juga 

pasrtisipasi masyarakat seperti 

pemantauan pemasangan alat peraga 

kampanye (APK), pengawasan media 

sosial, membantu menyebarkan 

informasi pengawasan dengan 

mengedukasi keluarga dan teman 

tentang pentingnya pemilihan yang 

bersih, dan pemantauan di hari 



pemungutan suara. 
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